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RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Yang
Dilakukan Oleh Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Bentuk
Pasar Desa Di Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Lokasi penelitiannya ialah Kantor Desa Tlagah Kecamatan Banyuates
Kabupaten Sampang. Teknik Pengambilan Data yang dilakukan Observasi,
Wawancara dan Dokumentasi, Peneliti menggunakan Teknik Snowball Sampling

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan kepala desa terhadap
pengelolaan dana desa dalam bentuk pasar desa di Desa Tlagah Kecamatan
Banyuates Kabupaten Sampang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
pelaksanaan pelayanan Implementasi Kebijakan Kepala Desa Terhadap
Pengelolaan Dana Desa Dalam Bentuk Pasar di desa Tlagah sudah dilaksanakan
dengan baik dan lancar.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan kepala desa terhadap pengelolaan dana
desa dalam bentuk pasar desa.
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 terkait peraturan Desa yang mempunyai
Hak kebijakan dan Hak tradisi untuk mengatur kepentingan desa dalam aktif
berperan mewujudkan cita-cita kemajuan desa serta mempunyai Hak untuk

membicarakan rencana-rencana kepentingan kemajuan Desanya sendiri.

Pemimpin merupakan indikator penting dalam berpengaruh baik secara moral,
keputusan kerja, keamanan, serta kemajuan organisasi Desa. Kualitas kerja sama
secara struktur paling utama tingkatan prestasinya di dalam sebuah organisasi
Desa. Kapasitas serta kemampuan memberikan motivasi serta memberi arahan
kepada bawahan menjadi salah satu faktor penting dalam efektifnya untuk
kemajuan suatu Organisasi Desa. Maka untuk kepekaan menilai, menyeleksi
untuk memilih pemimpin yang berkualitas serta mengutamakan kemaslahatan
desa, dan apabila dalam organisasi desa dapat melaksanakan perilaku dan teknik
tersebut. Maka pada sebuah birokrasi Pemerintah desa, aka nada sebuah
kesuksesan dalam pelaksanaan pembangunan kebijakan birokrasi Desa dan
pelayanan pada Masyarakat desa, itu tentunya dipengaruhi oleh pemimpin dan
pengambil keputusannya melalui pemimpin desa yang didukung oleh sumber
daya manusia yang memadai. Perlunya penyelenggara tata Pemerintahan Desa

sangat baik akan terwujudnya, sebalikNya lemahnya pemimpin juga menjadi



faktor salah satu penyebab keruntuhan kinerja birokrasi pemerintah Desa yang

ada di Indonesia.

Berkaitan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dengan adanya
perubahan yang sudah dilakukan oleh Kepala desa terhadap Masyarakat Desa,
maka dengan dipertegas nya tentang kebijakan Desa untuk memiliki kebabasan
untuk mengatur dan mengelolaan kepentingan kepentingan Masyarakat Desa
menurut kelebihan Desa masing-masing berdasarkan kondisi Sosial Budaya
Masyarakat desa berarti sangat memberi peluang besar agar tumbuh serta
berkembang dalam pembangunan Desa serta sesuai kebutuhan Masyarakat Desa
dan kondisi sosial budaya dengan potensi yang dimiliki desa tersebut. Maka
keadaan Desa yang memiliki kelebihan dalam berkembang sehingga memerlukan
perhatian yang sangat penting sesuai terhadap kelebihan potensi desa yang
dimiliki Otonomi Desa yang bagus akan berpengaruh terhadap perwujudan

kemajuan desa.

Dengan Adanya Kebijakan yang sudah di tetapkan dalam keuangan Dana desa
adalah menjadi kewajiban untuk dinilai dengan barang yang dapat berhubungan
dengan pelaksanaan Hak kemajuan dan pengembangan Desa dan kewajiban Desa.
Maka Kewajiban sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) tersebut bahwa
pendapatan, Belanja, Pembiayaan, dan Pengelolaan yang ada di Desa merupakan
Hak sepenuhnya di kembangkan oleh desa. Dalam pasar (72) ayat ke (1)
disebutkan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari; pendapatan asli desa Alokasi
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bagian dari hasil pajak daerah dan

retribusi daerah kabupaten atau kota.



Luasnya wilayah dan tingkat geografis desa dalam meningkatkan kesejahteraan
pembangunan di dalam Desa juga menjadi faktor Keberhasilan dalam pelaksanaan
pembangunan di dalam daerah atau desa merupakan rangkaian rencana serta
agenda dari aparat desa hingga kabupaten atau kota yang memberikan
kesepakatan atau kebijakan serta menyetujui rencana itu yang dikonsepkan secara
matang oleh aparat Desa. Oleh sebabnya penyelenggaraan agenda yang dilakukan
Pemerintah Desa harus dilakukan secara baik dan teliti agar tercipta desa yang
unggul karena merupakan menjadi bagian dari pertanggungjawaban kepala desa
beserta stafnya. Masyarakat Desa dan lembaga Desa juga dituntut berpartisipasi
berperan dalam proses perencanaan desa serta adanya pengawasan terhadap
penyelenggaran pembangunan dan keputusan pemerintah desa. Agar hal itu

terwujudkan pemerintah desa perlu transparan dan bertanggung jawab.

Demikian pula banyaknya kelemahan-kelemahan dalam Dana yang ada,
yang seharusnya dimanfaat kepentingan desa untuk diberdayakan serta untuk
membangun. Terkadang kelemahan biasanya timbul dari permasalahan
penyalahgunaan Dana Desa dan penggunaanya tidak sesuai tujuan sebagaimana
yang diharapkan oleh sebelumya. Hal itu diakibatkan oleh ketidakmampuan para
Actor Pengelolaan Dana yang melibatkan Aparat Desa yang realitasnya belum
maksimal mengelola, mereka yang belum mempunyai kemampuan vyang
mumpuni untuk melakukan pengelolaan desa sehingga kemajuan desa belum

mencapai sesuai harapan bersama.



Dalam tujuan diluncurkannya Implementasi kebijakan pengelolaan dana
desa oleh kepala desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
baik secara infrastruktur, ekonomi, dan melaksanakan kegiatan dalam
mengentaskan kemiskinan dan terus mendorong kemajuan dalam kesejahteraan
masyarakat yang pada akhirnya dapat memperkecil kesenjangan desa dengan
memperkuat penghasilan yang ada di desa dengan bentuk pasar desa.

Dari Observasi penulis, bahwa dalam pengamatan dari fenomena di
lapangan penulis, masih kurangnya sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat
oleh pemerintah desa terkait Pengelolaan Dana Desa yang sudah terealisasi
sehingga sebagian masyarakat Desa tidak mengetahui kebijakan yang sudah
dilakukan oleh kepala desa terhadap pengelolaan tersebut, padahal pengelolaan
Dana desa sudah dilakukan secara tampak, namun kurangnya sosialisasi dan
musyawarah dengan masyarakat desa. Sehingga masyarakat tidak mengetahui
kebijakan kepala desa yang sudah direalisasikan ke bentuk pembangunan pasar
desa.

Sehubungan dengan hal demikian, maka dalam pelaksanaan Kebijakan
Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa harus ada Keikutsertaan
masyarakat dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan pembangunan pasar
desa dengan adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan
masyarakat dalam pengelolaan kebijakan yang sudah dilakukan oleh kepala desa.

Jika demikian berjalan baik, kemungkinan besar peluang masyarakat untuk

membangun desa mencapai kemajuan sesuai harapan dengan Program-program



yang ada, sehingga Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam
Bentuk Pasar Di Desa Tlagah berjalan dengan semestinya.

Dengan Demikian FenomenaNya yang diAmbil oleh penulis pada latar
belakang. Maka peneliti berfokus meneliti, dengan Judul Implementasi Kebijakan
Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Bentuk Pasar Desa Di
Kecamatan Banyuates Di Desa Tlagah.

1.2. Rumusan masalah
Dengan Latar Belakang diatas, peneliti lebih tertarik untuk meneliti sebagai
berikut;
1. Bagaimana Implementasi kebijakan kepala desa dalam pengelolaan dana
desa dalam bentuk pasar desa di kecamatan banyuates desa Tlagah
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam
memenuhi kebijakan kepala desa dalam pengelolaan dana desa dalam

bentuk pasar Desa.

1.3. Tujuan dan Manfaat
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kebijakan yang ada di Desa Tlagah dalam mewujudkan
Implementasi Kebijakan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa
Dalam Bentuk Pasar Desa

2. Mengetahui Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam
memenuhi Kebijakan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Dalam Bentuk Pasar Desa.



1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

a. Mengetahui lebih realitasnya pengetahuan yang diterima di perkuliahan
dengan fakta di lapangan.

b. Memperperluas serta meningkatkan ilmu, keterampilan dan kreativitas diri
dalam bermasyarakat agar mampu mengaplikasikan disiplin ilmu yang
dimilikinya sesuai kompetensi.

c. Menyiapkan strategi untuk mengembangkan ilmu yang didapat agar
mampu mengaplikasikan untuk masyarakat guna menjadi ilmu yang
bermanfaat.

2. Bagi Universitas
Untuk mengevaluasi kurikulum vyang telah diterapkan, sehingga
memberikan pola-pola baru untuk meningkatkan kualitas generasi
selanjutnya

3. Bagi Instansi
Sebagai sarana kerja sama antara Pemerintah dengan Fakultas IImu Sosial
Dan IImu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi dimasa yang akan

datang
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